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ABSTRAK 

Perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang masih terjadi di berbagai 

daerah di Indonesia, termasuk di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten 

Boyolali. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan 

batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita, praktik 

dispensasi perkawinan masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap perkawinan di bawah umur 

serta faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka dispensasi perkawinan di 

Desa Jrakah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, data 

dikumpulkan melalui wawancara dengan pasangan yang menikah di bawah umur, 

orang tua, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama 

yang menyebabkan perkawinan di bawah umur adalah dorongan orang tua, 

kondisi ekonomi, tekanan sosial, dan kehamilan di luar nikah. Dispensasi 

perkawinan yang seharusnya bersifat pengecualian justru menjadi jalan keluar 

yang sering digunakan masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak jangka 

panjangnya. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan 

sosialisasi mengenai dampak perkawinan dini serta pengawasan lebih ketat 

terhadap pengajuan dispensasi perkawinan.1 

 

1 Kata kunci : Perkawinan di bawah umur, Dispensasi perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019, Perlindungan hukum, Faktor social. 
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